




A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Replublik 1945 yang telah diamandemen pada 
Pasal 1 ayat (3), yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang 
berdasarkan atas hokum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka 
(machtsstaat).1 
Perkembangan perekonomian di Indonesia selanjutnya diikuti pula dengan 
bertambahnya lapangan pekerjaan yang menyerap banyak tenaga kerja. Tenaga 
kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan 
barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk 
masyarakat yang menerima upah atau imbalan atas pekerjaannya. 
 Dalam UU No 17 Tahun 2012 dijelaskan bahwa koperasi adalah badan 
hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, 
dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan 
usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, 
dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Sedangkan Koperasi 
Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai 
satu-satunya usaha. 
 Selain untuk menjalankan roda ekonomi dimasyarakat koperasi juga 
betujuan untuk kesejahteraan anggotanya, tentunya untuk mencapai tujuan 
koperasi membutuhkan peraturan-peraturan yang mengatur organisasi koperasi 
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tersebut. Salah satunya perjanjian kerja antara karyawan dan pengusaha. 
Perjanjian kerja itu menimbulkan hukum antara keduannya dan menimbulkan hak 
dan kewajiban baik untuk karyawan maupun untuk pengusaha yang dalam 
pelaksanaan pasti ditemukan permasalahan. 
Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan 
pekerja. Menurut Pasal 1 angka 14 UU No. 13 Tahun 2003, perjanjian kerja 
adalah perjanjian antara pekerja buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja.2 
Istilah perjanjian kerja menyatakan bahwa perjanjian ini mengenai kerja, yakni 
dengan adanya perjanjian kerja timbul kewajiban suatu pihak untuk bekerja.3 
Isi perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, 
perjanjian kerja bersama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Maksudnya, apabila di perusahaan telah ada peraturan perusahaan atau perjanjian 
kerja bersama, isi perjanjian kerja, baik kualitas maupun kuantitas tidak boleh 
lebih rendah dari peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama di 
perusahaan yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan pasal 51 (1) dan (2) UU 
No. 13 Tahun 2013, Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Perjanjian 
kerja yang dipersyaratan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundangan-undangan yang berlaku.4 
Syarat-syarat perjanjian kerja pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu 
syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil diatur dalam pasal 52 UU No. 13 
                                                 
2Asri Wijayanti , S.H., M.H, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Ed. 1. Cet. 1, Jakarta, 
Sinar Grafika, 2009, hal 41 
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Tahun 2003 sedangkan syarat formil diatur dalam pasal 54 UU No 13 Tahun 
2003.5 
Syarat sahnya perjanjian kerja berdasarkan pasal 52 UU No. 13 Tahun 2003 
itu mengadopsi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu6: 
a. Adanya sepakat 
b. Kecakapan berbuat hukum 
c. Hal tertentu, dan 
d. Causa yang halal. 
Di dalam perjanjian kerja, pengusaha memberikan kebijakan-kebijakan yang 
menurut pertimbanganya sudah baik dan dapat diterima oleh pekerja. Namun 
pekerja mungkin memiliki pertimbangan dan pandangan tersendiri mengenai 
kebijakan perjanjian kerja. Sehingga dapat muncul permasalahan dalam 
pelaksanaan perjanjian kerja. 
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dalam skripsi yang hasilnya akan dituangkan dalam judul: 
“TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN 
KERJA ANTARA KARYAWAN DENGAN KOPERASI PADA KOPERASI 
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B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan seperti tersebut di 
atas, maka penelitian ini mencoba mencari jawaban terhadap permasalahan yang 
akan penulis rumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimana proses perjanjian kerja antara karyawan dengan pengusaha 
dalam Koperasi Simpan Pinjam “Amanah Mandiri” Salatiga? 
2. Bagaimana hak dan kewajiban serta peraturan yang berlaku dalam 
pelaksanaan perjanjian kerja antara karyawan dan pengusaha di Koperasi 
Simpan Pinjam “Amanah Mandiri” Salatiga? 
3. Bagaimana tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melanggar 
peraturan atau perjanjian yang berlaku di Koperasi Simpan Pinjam 
“Amanah Mandiri” Salatiga? 
C. Tujuan Penelitian 
Suatu kegiatan penelitian harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak 
dicapai. Tujuan dalam suatu penelitian menunjukan kualitas dan nilai penelitian 
tersebut. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Untuk mengetahui dan memahami lebih jauh, proses perjanjian kerja 
antara karyawan dengan pengusaha dalam Koperasi Simpan Pinjam 
“Amanah Mandiri” Salatiga. 
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban serta peraturan yang berlaku dalam 
pelaksanaan perjanjian kerja antara karyawan dan pengusaha di Koperasi 
Simpan Pinjam “Amanah Mandiri” Salatiga. 
3. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum apabila salah satu 
pihak melanggar peraturan atau perjanjian yang berlaku di Koperasi Simpan 





D. Manfaat Hasil Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang disampaikan di atas, manfaat yang ingin 
dicapai dalam hukum ini adalah sebagai berikut : 
1. Manfaat untuk Penulis 
Menambah cakrawala ilmu khususnya dalam ilmu hukum ketenagakerjaan 
yang menyangkut tanggung jawab hukum mengenai perjanjian kerja. 
2. Manfaat Hasil Penelitian untuk Masyarakat 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta 
tambahan pengetahuan pihak-pihak yang terkait dalam masalah penelitian 
ini, dan berguna bagi pihak-pihak yang berminat pada masalah yang sama. 
3. Manfaat Hasil Penelitian bagi Ilmu Pengetahuan 
Menambah kontribusi ilmu hukum khususnya ilmu hukum perdata 
mengenai hukum ketenagakerjaan. 
 
E. Metode Penelitian 
Penelitian merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada metode, 
sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau 
beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisanya. Adapun pengumpulan 
data yang diperlukan atau dipakai sebagai materi peneitian ini emnggunakan 
metode sebagai berikut : 
1. Metode  Pendekatan 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
normatif karena dalam penlitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah 
hukum, asas-asas, hukum dalam tanggungjawab hukum terhadap 
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pelaksanaan perjanjian kerja antara Pengusaha dengan Karyawan di 
Koperasi Simpan Pinjam “Amanah Mandiri” Salatiga. 
2. Jenis Penelitian 
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis 
menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang 
dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan 
menyeluruh mengenai tanggung jawab hukum terhadap perjanjian kerja 
antara karyawan dengan pengusaha di Koperasi Simpan Pinjam “Amanah 
Mandiri” Salatiga. 
3. Sumber Data 
Sumber data diperoleh baik dari penelitian kepustakaan dan penelitian 
lapangan. 
a. Penelitian Kepustakaan 
Dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dengan cara 
mempelajari dan menganalisa hukum. Dengan menggunakan bahan-
bahan hukum penelitian yang meliputi : 
1) Bahan Hukum Primer 
a) KUH Perdata 
b) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan 
2) Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang beratkaitan 
dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, 
memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan 
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hukum yang paling banyak digunakan dalam penelitian ini 
adalah teori atau pendapat sarjana hukum, hasil karya dari 
kalangan ahli hukum, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, 
jurnal, majalah, surat kabar, makalah, penelusuran internet dan 
sebagainya. 
b. Penelitian Lapangan 
Dimaksudkan untuk mendapatakan data primer dengan melalui : 
1) Lokasi Penelitian 
Dalam penelitian tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan 
perjanjian kerja antara karyawan dengan pengusaha ini penulis 
mengambil lokasi penelitian di Koperasi Simpan Pinjam “Amanah 
Mandiri” Jl. Sultan Agung RT 03 RW X, Blotongan, Sidorejo, 
Salatiga. 
2) Subjek Penelitian 
Subjek dalam penelitian ini adalah : 
a) Kepala Koperasi Simpan Pinjam “Amanah Mandiri” 
b) Karyawan/Karyawati Koperasi Simpan Pinjam “Amanah 
Mandiri” 
4. Metode Pengumpulan Data 
 Dalam pengumulan data ini dapat diperoleh dengan melalui : 
a) Penelitian Kepustakaan 
Diperoleh dengan melalui mengumpulkan dan mempelajari kedua bahan 
hukum tersebut diatas. 
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b) Penelitian Lapangan 
Diperoleh dengan melalui dua cara yaitu : 
1) Kuisioner 
Yaitu memperoleh data dengan cara memberikan daftar pertanyaan oleh   
penulis dimana tiap pemasalahan berkaitan dengan masalah penelitian 
2) Wawancara 
Yaitu cara memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan percakapan 
yang  dilakukan oleh dua pihak, pewawancara (penulis), yaitu yang 
mengajukan  pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban 
atas pertanyaan tersebut.  
5. Metode Analisis Data 
 Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode analisa data 
kualitatif yaitu mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku literatur yang 
berhubungan dengan tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan perjanjian 
kerja kemudian dipadukan dengan pendapat responden dilapangan yang 
setelah itu mencari pemecahan yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. 
F. Sistematika Penelitian Hukum 
Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan 
gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam 
penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN  
1.  Latar belakang masalah 
2. Perumusan masalah  
3. Tujuan penelitian 
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4. Manfaat penelitian 
5. Metode penelitian 
6. Sistematika penelitian.  
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
1.  Pengertian Koperasi Simpan Pinjam 
2. Pengertian Karyawan 
3. Pengertian Pengusaha Koperasi Simpan Pinjam 
4. Pengertian Perjanjian Kerja 
5. Pihak-pihak dalam Perjanjian Kerja 
6. Perjanjian antara Karyawan dan Pengusaha Koperasi Simpan Pinjam 
7. Hubungan antara Karyawan dan Pengusaha Koperasi Simpan Pinjam 
8. Peraturan yang Mengatur Koperasi Simpan Pinjam 
9. Hak dan Kewajiban Para Pihak 
10. Tanggung Jawab Hukum atas Dasar Wanprestasi 
11. Berakhirnya Perjanjian Kerja 
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
1. Proses perjanjian kerja antara karyawan dengan pengusaha dalam 
Koperasi Simpan Pinjam “Amanah Mandiri” Salatiga. 
2. Hak dan kewajiban serta peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan 
perjanjian kerja antara karyawan dan pengusaha di Koperasi Simpan 
Pinjam “Amanah Mandiri” Salatiga. 
3. Tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melanggar peraturan atau 




BAB IV PENUTUP 
Daftar Pustaka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
